BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Peneliti mengemukakan 2 (dua) kesimpulan untuk menjawab 2 (dua)
rumusan permasalahan, yaitu: (1) Penyebab Program Penanganan Prasarana
dan Sarana Umum (PPSU) di Kota Administrasi Jakarta Selatan mendapat
penilaian menurun; dan (2) Strategi Program Penanganan Prasarana dan Sarana
Umum (PPSU) di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang ideal dipersiapkan
pada masa mendatang, seperti diuraikan sebagai berikut:
1. Penjelasan dimaksud sebagai berikut:

a. Evaluasi Context (Konteks)

Didasarkan pada evaluasi aspek context, kaitannya dengan
indikator Visi dan Misi, Maksud Program, dan Tujuan Program dapat
dikatakan para informan kunci memberikan jawaban yang sesuai sejalan
dengan aturan terkait. Artinya, hal tersebut telah dipedomani oleh para
pemangku kepentingan di wilayah. Pengenalan sebuah program dibuat
dengan tujuan yang akan dicapai dapat terjawab. Semua indikator sudah

dapat dipahami dengan baik.

b. Evaluasi Input (Masukan)

Melalui evaluasi aspek input dimaksudkan untuk menilai sebuah
perencanaan dan menganalisa keperluan sebuah program. Dari
indikator: Pedoman Pelaksanaan Program, Sumber Dana, Sumber Daya
Manusia, Prasarana dan Sarana serta Sistem Pengawasan dan Pelaporan
Pelaksanaan Program secara umum para informan kunci menjawab
sesuai dengan yang dipahaminya. Namun, perlu peningkatan/perubahan
dalam beberapa indikator. Pada indikator Pedoman Pelaksanaan
Program, perlu adanya perubahan/revisi dan penyempurnaan Pedoman

Program dalam hal ini Peraturan Gubernur yang mengatur teknis untuk
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menyesuaikan perkembangan dandinamika kota. Dari indikator Sumber
Daya Manusia, masukan banyak diarahkan perlunya kajian ulang
terhadap perhitungan Analisa Beban Kerja (ABK), pembatasan usia
maksimal petugas PPSU, dan akses pelatihan peningkatan kompetensi
keahlian tertentu. Mengalir ke indikator Prasarana dan Sarana, titik
perhatian adalah pentingnya ketercukupan anggaran untuk mengadakan
prasarana dan sarana kerja yang memadai. Untuk indikator Sistem
Pengawasan dan Pelaporan Pelaksanaan Program, peningkatan

diarahkan untuk membentuk sistem pelaporan digital berbasis teknologi.

Evaluasi Process (Proses)

Dalam evaluasi aspek process bertujuan untuk memeriksa dan
memastikan sebuah program dijalankan sesuai dengan perencanaan
yang telah ditetapkan. Indikator yang dinilai adalah Langkah-Langkah
Pelaksanaan Program, Kinerja Pelaksanaan Program, Kesesuaian
Jadwal Pelaksanaan, Hambatan Pelaksanaan Program. Melalui indikator
Kinerja Pelaksanaan Program, secara kinerja personil/individu dapat
dikatakan menurun atau fluktuatif (menaik dan menurun). Akan tetapi,
jika menilik lingkup tugas secara lebih luas dapat dikatakan telah
melebihi ekspektasi tugas. Masukan yang ditujukan untuk peningkatan
kinerja individu antara lain penetapan target, pemenuhan prasarana dan
sarana tugas, pembinaan mental dan disiplin, serta pemberian motivasi
danrotasi lokasi tugas. Kemudian, dari indikator Hambatan Pelaksanaan
Program, masukan menitikberatkan terhadap penguatan kerjasama tim,

komunikasi, penambahan/peremajaan perlengkapan kerja.

. Evaluasi Product (Hasil)
Pada akhirnya, melalui evaluasi aspek product akan menilai dan
memberi analisa dari seluruh capaian dan pengaruh program. Penilaian

dilihat dari beberapa indikator berikut: Ketercapaian Program, Dampak
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Program, Penggunaan Waktu Pelaksanaan Program dan Biaya
Pelaksanaan Program. Adamasukan dalam indikator Dampak Program
adalah penguatan kembali partisipasi dan rasa kepedulian terhadap
lingkungan. Kemudian yang berikutnya adalah indikator Biaya
Pelaksanaan Program yang membutuhkan peningkatan kebutuhan

anggaran.

Berdasarkan hasil analisis yang telah Peneliti laksanakan, secara
keseluruhan Evaluasi Program Penanganan Prasarana dan Sarana Umum di
Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan menggunakan model evaluasi
CIPP melalui 4 (empat) indikator, maka dapat disimpulkan bahwa secara
umum Program Penanganan Prasarana dan Sarana Umum ini sudah berjalan
baik di Kota Administrasi Jakarta Selatan namun perlu dilakukan beberapa

perbaikan.

2. Untuk strategi perbaikan dan peningkatan Program Penanganan Prasarana
dan Sarana Umum (PPSU) di Kota Administrasi Jakarta Selatan ke
depannya adalah dengan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

serta merumuskan rancangan revisi/pembaruan Peraturan Gubernur terkait.

B. Saran
Dari uraian-uraian sebagaimana telah disajikan di atas, maka dapat
dirumuskan beberapa saran, baik untuk implementasi strategi yang dihasilkan
dari penelitian ini maupun untuk penelitian berikutnya, yaitu:
1. Kolaborasi SKPD/UKPD tingkat Provinsi/Kota.

o Para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi
Tindak lanjut yang diharapkan dari Para Walikota/Bupati adalah usulan
dan masukan yang murni berasal dari bawah (bottom up). Hal ini dapat
dilaksanakan ~ melalui penyelenggaraan Diskusi  Kelompok
Terarah/Focus Group Discussion (FGD) untuk penyesuaian kebutuhan
Program PPSU. Secara teknis adalah FGD ini dilaksanakan di setiap

wilayah Kota/Kabupaten Administrasi difasilitasi oleh Bagian
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Pemerintahan masing-masing Sekretariat Kota/Kabupaten Administrasi.
Setiap Bagian Pemerintahan mengajak serta perwakilan setiap Kelurahan
dan Kecamatan (Lurah/Camat atau dapat diwakili olen Kepala Seksi
Ekonomi dan Pembangunan) yang berada di wilayahnya. Mekanisme
pelasksanaan adalah masing-masing perwakilan wilayah diberi simulasi
pertanyaan dari berbagai masalah yang terjadi sepanjang Program PPSU
ini berjalan. Pada akhirnya, sebuah kesimpulan diambil untuk dijadikan
rekomendasi penyesuaian kebutuhan atau pun rancangan peraturan tiap-
tiap Kota Administrasi ke tingkat Provinsi sehingga tercipta sebuah
model.

Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Provinsi DK Jakarta.
Kewenangan secara tugas pokok dan fungsi dari Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi adalah menganalisa beban tugas/kerja perangkat
ASN dan juga non ASN. Tindak lanjut yang diharapkan adalah suatu kaji
ulang proporsional terkait jumlah petugas PPSU dengan cakupan luas
wilayah Kelurahan yang saat ini menjadi acuan. Kondisi saat ini belum
dapat dikatakan sempurna. Masih juga ditemukan tumpang tindih
kewenangan antara petugas PPSU dan petugas unit SKPD terkait lainnya.
Proses pembuatan Analisa Beban Kerja (ABK) baku menjadi muara
pembaruan Peraturan Gubernur.

Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Badan Pengelola Keuangan
Daerah adalah merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan
keuangan. Ketercukupan anggaran menjadi salah satu pertimbangan
tindak lanjut. Kaji ulang standarisasi anggaran peralatan/perlengkapan
dan fasilitas kerja yang layak. Ini perlu menjadi pertimbangan agar
petugas PPSU dapat menunjukkan performa terbaik.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Tugas pokok dan fungsi dari Badan Kepegawaian Daerah adalah

menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.
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Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki banyak petugas PJLP yang
menangani berbagai bidang tugas dan tersebar di berbagai instansi.
Petugas PPSU merupakan bagian dari PJLP. Tindak lanjut yang
diharapkan adalah kaji ulang beberapa permasalahan yang muncul dari
penelitian, antara lain: peningkatan Kinerja dan kemampuan petugas
PPSU; pembatasan usia maksimal petugas PPSU untuk memaksimalkan
cakupan asuransi ketenagakerjaan; pembagian kewenangan dinas teknis
dan kewilayahan; standarisasi pengupahan PJLP dinas teknis dan
kewilayahan; penerapan manajemen Alat Pelindung Diri (APD)
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

e Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
Adapun peran dari Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DKI
Jakarta adalah mengumpulkan hasil-hasil rekomendasi FGD tiap wilayah
Kota/Kabupaten. Kompilasi hasil rekomendasi FGD dan tindak lanjut
kaji ulang kebijakan Biro/Badan terkait akan menjadi bahan rancangan
revisi Peraturan Gubernur. Tindak lanjut lainnya adalah penyiapan
penerapan sistem pelaporan digital sebagai upaya peningkatan sistem

pengawasan dan pembinaan.
2. Perlu adanya penelitian dengan tema evaluasi kebijakan antara Petugas

PJLP PPSU dengan Petugas PJLP Dinas-dinas teknis lainnya selama jangka

waktu tertentu di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
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